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Abstrak

Hasil perjanjian adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi,
tidak pasti dan tetap, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tetap. Perolehan besar-kecilnya
kembali bergantung pada hasil usaha yang benar-benar ada. Implementasi perjanjian bagi
hasil dalam system pembiayaan di bank syariah haruslah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bersyariah Islam. Metode penelitian yang
digunakan yaitu yuridis normatif. Bahwa sistem pembiayaan diatur dalam Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berdasarkan hasil penelitian
implementasi perjanjian bagi hasil dalam sistem pembiayaan diatur dalam Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki hambatan dalam implementasi
perjanjian yaitu kurangnya sosialisasi oleh pihak bank kepada masyarakat mengenai product
kegiatan yang utilizing prinsip syariah, dan juga faktor eksternal yaitu kesadaran masyarakat
untuk menggunakan metoda bagi hasil di perbankan.

Kata Kunci: Regulasi, Bagi Hasil, Perbankan, Syariah.

Abstract

The outcome of an agreement is a form of return (the acquisition of its return) from an
investment contract, uncertain and fixed, from time to time, uncertain and fixed. The small gain
back depends on the results of the effort that really exists. The implementation of revenue
sharing agreements in the financing system in Islamic banks must be in accordance with
applicable laws and regulations, and not Islamic. The research method used is normative
juridical. That the financing system is regulated in Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking,
based on the results of research on the implementation of profit-sharing agreements in the
financing system regulated in Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking has obstacles in the
implementation of the agreement, namely the lack of socialization by banks to the public
regarding product activities that utilize sharia principles, and also external factors, namely
public awareness to use revenue sharing methods in banking.

Keywords: Regulation, Revenue Sharing, Banking, Sharia.
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PENDAHULUAN
Kehadiran bank sangat dibutuhkan untuk mengendalikan kemajuan

perdagangan yang sangat pesat. Tanpa bank, para pedagang harus membawa kepingan
uangnya, berupa emas ke manapun mereka pergi, sehingga dalam banyak hal
menghambat urusan dagangnya. Lahirnya bank terjadi karena desakan dan kebutuhan
para pedagang agar perdagangan dapat lebih lancar dan berkembang.

Dalam budaya modern saat ini, uang terkait erat dengan dan menopang semua
elemen keberadaan. Tidak ada satu masyarakat pun di planet ini yang tidak mengerti
dan menggunakan uang. Bahkan jika ada, ekonomi peradaban harus tetap statis dan
tidak meningkat.

Contoh lain di negara berkembang, seperti Indonesia, adalah terbatasnya
pemahaman perbankan di negara ini. Beberapa orang hanya memiliki pemahaman dasar
tentang bank dalam hal meminjam dan menghemat uang. Bahkan, karena beberapa
orang tidak memahami bank secara keseluruhan, perspektif bank sering disalahartikan.
Sisa populasi tidak tahu apa itu perbankan. Semua ini dapat dimengerti karena
pengenalan Kkeseluruhan industri perbankan kepada masyarakat relatif terbatas,
sehingga runtuhnya dunia perbankan tidak mengejutkan.

Di Indonesia, bank-bank yang patuh syariah baru-baru ini muncul. Bank
Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang beroperasi dengan
prinsip syariah. Bank ini didirikan pada tanggal 1 November 1991, oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Namun, di beberapa negara, terutama di
Timur Tengah, bank-bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah telah
berkembang pesat untuk waktu yang lama, seperti di Pakistan pada tahun 1940, Mesir
pada tahun 1963, Arab Saudi pada tahun 1975, dan Kuwait pada tahun 1977.

Tujuan dasar mendirikan lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip
syariah tidak lain adalah upaya umat Islam untuk mendukung semua elemen kehidupan
ekonomi masyarakat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sejak awal. Menurut ajaran
[slam, sumber daya alam bumi tidak terbatas. Tuhan menghabiskan banyak waktu dan
energi yang tak terhitung untuk menciptakan kosmos dan isinya.

Lahirnya perbankan syariah juga didasari oleh kegiatan bank konvensional yang
tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Seperti contoh pada bank konvensional dalam
transaksi simpan-pinjam dana, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk
bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan
dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di
sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu dan pasti untung dalam setiap
penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang
dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang
menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan, ketika orang tersebut mengusahakan akan
terjadi untung ataupun rugi.

Dalam melakukan semua tindakan sehari-harinya, manusia terkait erat dengan
masalah ekonomi. Kebanyakan orang saat ini memegang uang atau properti mereka di
bank, dan berkat keberadaan bank, semua tindakan seperti membeli barang, meminta
pinjaman, membayar gaji mereka, membuka rekening, dan sebagainya telah menjadi

335



jauh lebih mudah. Untuk sebagian besar, bank, juga dikenal sebagai lembaga keuangan
dan ekonomi, memiliki fungsi unik dan diatur sesuai dengan itu. Sebagai agama yang
mengatur semua elemen kehidupan manusia, Islam memiliki perspektif sendiri tentang
bank sebagai entitas ekonomi dan keuangan.

PEMBAHASAN
Perjanjian Bagi Hasil Bank syariah dalam Hukum Positif di Indonesia

Perjanjian Bagi Hasil dalam Sistem Pembiayaan pada Perbankan Syariah. Teori
perjanjian sangat berguna sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah
yang pertama yaitu mengenai ketentuan perjanjian bagi hasil dalam perbankan syariah.
Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat
adalah hukum perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu
overeenkomst dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah contract/agreement.
Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Hukum perjanjian merupakan hukum yang
terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau
dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat
seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Kedua belah
pihak dalam hal ini telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya
paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha
antara penyedia dana dan pengelola dana. Jika bank konvensional membayar bunga
kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai
dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka tingkat
rasio bagi hasil atau nisbah.

Bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal dan
pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara
keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat
keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal
perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama
sesuai porsi masing-masing.

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak
investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan
kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan
syariah.

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh
pemodal (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) yang ditentukan berdasarkan
kesepakatan di antara keduanya. Karakteristik nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut:

1) Persentase, nisbah atau bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan
dalam nominal uang tertentu;
2) Bagi untung dan bagi rugi, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah
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disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-
masing pihak;

3) Jaminan, jaminan yang akan diminta terkait dengan karakteristik yang dimiliki
oleh nasabah karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter nasababh,
maka yang menanggung adalah nasabah. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan
oleh bank, maka bank yang akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

4) Besaran nisbah, angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-
menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari kedua belah pihak.

5) Cara menyelesaikan kerugian, kerugian akan ditanggung dari keuntungan
terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian
melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan
yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa
peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan
yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam
hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat
dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan
pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan
kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum,
sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat
dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang
artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat
menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum
satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Asas kepastian hukum dalam banyak keadaan menghalangi badan
pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk
kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini mengehendaki dihormatinya
hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah,
meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah
dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya
dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum
membawa serta bahwa keputusan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada
keputusan-keputusan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas.
Eksistensi dari perbankan syariah di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 10 tahun
1998 tentang perbankan benar-benar telah diakui. Hal ini tampak dalam kata-kata bank
berdasarkan pada prinsip syariah. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-undang
Nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian
berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan
atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan
syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan
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berdasarkan prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh
keuntungan, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa
pilihan, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa
dari pihak bank oleh pihak lain.

Kegiatan usaha bank syariah sebelum Undang-undang perbankan syariah ini
mendasarkan pada Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Peraturan Perbankan dan Peraturan Bank
Indonesia, antara lain yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI1/2004 tentang
Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005
dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat
berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006.

Sementara untuk operasional produk mendasarkan pada Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana
Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan
Bank Indonesia ini telah dicabut melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor
9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan
Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam produk perbankan secara teknis
diatur melalui Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007
tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan
Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pasal 2 menyatakan bahwa dalam
melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, bank
wajib memenuhi prinsip syariah, yakni dengan memenuhi ketentuan pokok hukum
[slam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme
serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, niswah, dan objek haram.

Perbankan merupakan institusi yang keberadaannya sangat memerlukan
adanya kepercayaan dari masyarakat. Ruh dari perbankan adalah kepercayaan, sehingga
apabila kepercayaan masyarakat hilang maka habislah perbankan. Untuk menjaga
kepercayaan masyarakat bank hendaknya mampu melaksanakan dengan optimal
prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Prinsip kehati-hatian dikenal dalam Undang-undang Perbankan antara lain
tertuang dalam ketentuan Pasal 8, yakni bahwa dalam memberikan pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan
analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan
yang diperjanjikan. Ayat (2) menyatakan bahwa bank umum wajib memiliki dan
menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Prinsip kehati-hatian juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 tahun
2008 tentang perbankan syariah, Pasal 35 menyebutkan bank syariah dalam melakukan
kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini perlu dalam rangka
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menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai
dengan prinsip kehati-hatian, bank memiliki dan menerapkan antara lain sistem
pengawasan internal. Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan khususnya dalam hal
bank hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Prinsip
kehati-hatian pada hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah
secara implisit, khususnya bagi nasabah penyimpan dana. Intinya adalah bahwa bank
harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada
bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Undang-undang perbankan syariah mengatur mengenai implementasi prinsip
kehati-hatian ini dalam Pasal 23 yaitu mengenai kelayakan penyaluran dana. Inti
pengaturannya yaitu bahwa bank syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan
dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban
pada waktunya, sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima
fasilitas. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud, bank syariah wajib
melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan
prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Problematika Implementasi Sistem Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah

Hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah dalam pembiayaan
terjalin dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisi ketentuan dan
syarat yang disetujui oleh nasabah. Dalam konteks bank syariah, hubungan tersebut
diwujudkan melalui akad-akad yang terjadi antara nasabah dengan pihak bank. Akad
tersebut diantaranya :

1) Wadiah. Dalam tabungan wadiah bank menerima tabungan dari nasabah dalam
bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad yang diikat oleh bank dengan nasabah
dalam bentuk wadiah. Titipan nasabah tersebut tidak menanggung resiko
kerugian, dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Bonus tabungan wadiah
itu dapat diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada nasabah pada
setiap bulannya.

2) Musyarakah, merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan usaha tertentu. Dalam praktik perbankan musyarakah diaplikasikan
dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama
menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari
proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu
mengembalikan dana yang dipakai nasabah.

3) Mudharabah. Dalam pembiayaan mudharabah, bank mengadakan akad dengan
nasabah. Bank menyediakan pembiayaan modal usaha bagi proyek yang dikelola
oleh pengusaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi perjanjian bagi hasil
sesuai dengan kesepakatan yang telah diikat oleh bank dan perusahaan tersebut.

Hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah peminjam dana pada akad
pembiayaan mudharabah dan musyarakah di bank syariah dapat dilihat dalam
penerapan hukum syariah dalam konteks hukum positif juga dapat diwujudkan dalam
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kegiatan perbankan syariah. Sebagaimana umumnya, setiap transaksi antara bank
syariah dengan nasabah, terutama yang berbentuk pemberian fasilitas pembiayaan
selalu dituangkan dalam suatu surat perjanjian.

Berkaitan dengan hal ini, para pihak yang melakukan hubungan hukum, yaitu
bank syariah dan nasabah, dapat memasukkan aspek-aspek syariah dalam konteks
hukum positif Indonesia sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Pada praktiknya
penyusunan suatu perjanjian antara bank syariah dengan nasabah, dari sisi hukum
positif, selain mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga harus merujuk
kepada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah. Sedangkan dari sisi syariah, para pihak tersebut
berpedoman kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Adanya sistem dual banking di Indonesia saat ini merupakan suatu hal yang perlu
disyukuri bagi umat muslim di Indonesia. Adanya perbankan syariah di Indonesia
merupakan cita-cita luhur yang sejak lama diimpikan oleh penggagas ekonomi Islam
secara kelembagaan. Single banking system yang biasa kita sebut sebagai model
perbankan konvensional nantinya akan berfungsi sebagai pembeda dengan model
perbankan syariah. Prinsip dasar operasional bank syariah tidak mengenal adanya
konsep bunga uang dan yang tidak kalah penting adalah untuk tujuan komersial, Islam
tidak mengenal peminjaman uang tetapi kerjasama atau kemitraan dengan prinsip bagi
hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya
imbalan apapun.

Bisnis perbankan syariah merupakan suatu bisnis yang mencoba memadukan
konsep kebersamaan dalam berusaha dan menjalankan perlombaan antara nasabah
dengan para pengelola dalam mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Sebagai
institusi bisnis yang masih berada pada tahap awal perkembangan, Bank syariah di
tanah air sampai saat ini masih menghadapi berbagai hambatan.

Perbedaan mencolok pada bank konvensional dengan bank syariah adalah
tentang pengembalian modal yang dipinjam, di mana bank konvensional dalam akad,
sedangkan bank syariah dengan terlebih dahulu menghitung keuntungan atas usaha
dengan modal yang dipinjamkan oleh bank dan kemudian membaginya pada kedua
belah pihak baik peminjam ataupun pihak bank.

Perkembangan bank-bank syariah di dunia dan di Indonesia mengalami kendala
karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan praktek-praktek
perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara
luas. Kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah tidak terlepas dari belum
tersedianya sumber daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-undangan.
Hal ini mengingat bahwa di masing-masing negara, terutama yang masyarakatnya
mayoritas muslim, tidak mempunyai infrastruktur pendukung dalam operasional
perbankan syariah secara merata. Konsekuensi perkembangan di masing-masing negara
tersebut tentunya akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung
terhadap perkembangan perbankan syariah di dunia. Apalagi pada saat ini produk-
produk keuangan semakin cepat perkembangannya.
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Pengembangan produk dalam perbankan syariah dapat mengikuti arah
perbankan konvensional, tetapi asas-asas produk syariah tidak boleh ditinggalkan.
Semua produk syariah dapat diterapkan untuk semua jenis kategori, tetapi harus
mengikuti konsekuensinya. Perlu adanya usaha terus menerus untuk mengembangkan
teknis keuangan agar memberikan alternatif bagi perbankan syariah terhadap produk
keuangan di dunia konvensional. Rujukan keuangan merupakan contoh yang paling jelas
dalam hal ini.

Pengembangan produk bukan saja melibatkan sumber daya yang ada dalam
penelitian dan pengembangan tetapi juga sumber daya yang mengerti dan mendalami
syariah, karena sumber daya manusia yang ada di bank syariah sekarang ini belum
memiliki pengetahuan di kedua bidang itu secara simultan. Untuk itu perlu
dikembangkan sejak dini penggabungan pendidikan ilmu duniawi dan ilmu agama sejak
dini serta harus dilanjutkan ke tingkat selanjutnya bahkan sampai tingkat perguruan
tinggi, sehingga pengetahuan agama dan pengetahuan dunia seimbang. Ini bukan hanya
tugas perbankan syariah semata, tapi tugas umat Islam secara nasional.

Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia juga belum seiring dengan
pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan
syariah. Meski bank syariah terus berkembang setiap tahunnya, banyak masyarakat
Indonesia yang masih belum mengenal apa dan bagaimana bank syariah menjalankan
kegiatan bisnisnya.

Pendapat mereka produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah hanyalah

produk-produk bank konvensional yang dipoles dengan penerapan akad-akad yang
berkaitan dengan syariah. Sehingga hal ini justru memunculkan anggapan negatif
masyarakat bahwa kata syariah hanya sekedar bungkus dalam perbankan syariah.
Masih terdapat kebingungan pada karakteristik dasar yang melandasi sistem
operasional perbankan syariah, yakni sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam
prakteknya dipandang masih menyerupai sistem bunga bagi bank konvensional.
Penyaluran dana bank syariah lebih banyak bertumpu pada pembiayaan murabahah,
yang mengambil keuntungan berdasarkan margin, yang masih dianggap oleh
masyarakat hanyalah sekedar polesan dari cara pengambilan bunga pada bank
konvensional.

Mereka masih sangat sulit untuk membedakan antara bagi hasil, margin dan
bunga bank konvensional. Kalaupun dapat hanyalah pada tataran teorinya saja,
sedangkan prakteknya masih terlihat rancu untuk membedakan bagi hasil, margin dan
bunga. Meski secara teoritis sistem bagi hasil dengan akad mudharabah dan
musyarakah sangat baik, namun yang terjadi pembiayaan perbankan syariah dengan
pola tersebut menurut mereka belum menjadi barometer bank syariah dan masih sangat
kecil.

Persaingan dunia perbankan di tanah air kita sekarang ini semakin ketat,
apalagi dengan adanya depresiasi rupiah, maka masing-masing bank berusaha
memberikan suku bunga yang tinggi. Dalam kondisi ini, bagaimana sikap bank syariah
dalam kaitannya dengan upaya operasionalnya. Operasional Bank Syariah dalam
Praktek Perbankan Indonesia sebagai suatu institusi yang baru di Indonesia, lembaga
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keuangan yang menganut sistem bank syariah antara lain menemui
hambatan/permasalahan yaitu jumlah bank-bank konvensional yang cukup banyak,
yang beroperasi sampai pada tingkat-tingkat kecamatan bahkan sampai di desa-desa. Ini
berarti persaingan cukup berat dihadapi oleh bank dengan sistem bank syariah, karena
bank-bank syariah baru beroperasi pada tingkat kota-kota besar di Indonesia.

KESIMPULAN

Bank syariah dalam melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi
hasil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi juga
masih ada sebagian kegiatan yang dilakukan Bank syariah menyimpang dari peraturan
perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam menentukan nominal angka pada saat
sebelum akad berlangsung. Hambatan yang timbul saat melaksanakan kegiatan
perbankan berdasarkan prinsip syariah yaitu masyarakat masih menganggap bank
syariah dengan bank konvensional tidak ada bedanya. Perbedaan bank syariah dengan
konvensional hanya sebatas nama dalam menentukan keuntungan, jika bank
konvensional menamakan bunga dan bank syariah menamakan nisbah. Hambatan yang
juga terjadi pada saat melaksanakan kegiatan perbankan yang menggunakan prinsip
syariah yaitu masih banyak masyarakat memilih untuk melakukan kegiatan di
perbankan syariah atas dasar ekonomi bukan dengan kesadaran dirinya. Kurangnya
pengawasan juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan prinsip syariah.
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